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ABSTRAK

ANALISIS PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
SEBAGAI DASAR LEGAL STANDING BAGI HAKIM UNTUK
REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA

OLEH:
DINI ARSI MILAROSA
NPM: 218400012

Kecanduan Narkotika merupakan masalah serius yang memengaruhi masyarakat
dan individu. Kota medan sebagai salah satu kota dengan tingkat penyalahgunaan
narkoba tertinggi yang menghadapi kendala dalam penegakan hukum. Pasal 54
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa pecandu narkoba wajib
menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Namun, penerapan pasal ini dalam sistem
peradilan sering kali menghadapi kendala, terutama dalam perbedaan penafsiran
hukum oleh hakim dan terbatasnya fasilitas rehabilitasi. Penelitian ini
menggunakan pendekatan hukum normatif dengan studi kasus praktik hukum dan
putusan pengadilan. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa
peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum
sekunder berupa kepustakaan dan hasil wawancara dengan pihak terkait di
Pengadilan Negeri Medan dan Panti Rehabilitasi. Meskipun Pasal 54 UU
Narkotika memberikan dasar hukum bagi hakim dalam mengambil keputusan
rehabilitasi pecandu narkotika, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam
praktiknya masih terdapat perbedaan putusan pengadilan. Sebagian hakim lebih
memilih menjatuhkan pidana daripada rehabilitasi karena faktor-faktor seperti
minimnya fasilitas rehabilitasi, stigma sosial terhadap pecandu, serta kendala dalam
membedakan antara pengguna dan pengedar narkotika. Kesimpulan dari penelitian
ini adalah bahwa penerapan Pasal 54 UU Narkotika masih menghadapi tantangan
besar dalam praktik peradilan. Untuk memastikan rehabilitasi berjalan efektif,
diperlukan kebijakan yang lebih jelas, peningkatan fasilitas rehabilitasi, serta
koordinasi yang lebih baik antara aparat penegak hukum dan lembaga rehabilitasi.

Kata Kunci: Legal Standing, Hakim, Rehabilitasi, Narkotika
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak pidana, dikonsepkan sebagai perbuatan pidana, sementara itu,
pengertian narkotika, tercantum dalam peraturan perundang-undangan.! Pasal 1
angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika
adalah: Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis
maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan
kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat
menimbulkan ketergantungan. Kecanduan narkoba adalah salah satu masalah nyata
di semua penjuru dunia, salah satu nya dinegara Indonesia, masalah ini
berhubungan erat dengan tindak pidana narkotika, yang mencakup berbagai

tindakan ilegal terkait dengan penggunaan, peredaran, dan produksi narkotika.

Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang
pengobatan atau pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di
sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila
disalahgunakan yaitu mengalami kelainan sistem saraf pusat, yang dapat
mengakibatkan masalah mental, serta kerusakan organ, termasuk kerusakan pada

hati dan paru-paru >

. Dampak sosial penyalahgunaan narkotika tidak dapat
diabaikan. Narkotika sering kali menjadi katalisator berbagai kejahatan, termasuk

kekerasan dan pencurian, yang dilakukan oleh orang-orang yang membutuhkan

' Hj. Rodiyah dan H. Salim.Hukum Pidana Khusus (Depok: PT RajaGrafindo Persada,
(2017), hlm.85.

2 Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP
(Jakarta: Prenadamedia Group, Januari 2016), hlm 121.
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uang untuk membeli narkotika ilegal. Penyalahgunaan narkoba juga meningkatkan
beban sosial ekonomi yang harus ditanggung negara dan menambah perpecahan
keluarga dan masyarakat. Banyak tempat mengalami peningkatan penyalahgunaan
narkoba, yang memicu munculnya masalah sosial lainnya seperti menurunnya
kesehatan masyarakat, meningkatnya pengangguran, dan rendahnya standar
pendidikan. Meskipun pemerintah telah meluncurkan beberapa undang-undang
untuk memerangi penyalahgunaan narkoba, seperti Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika, keberhasilannya seringkali diperdebatkan karena
sistem peradilan sering kali lebih represif daripada rehabilitatif ketika mengambil

sikap yang terlalu menghukum dan tidak mengutamakan rehabilitasi.

Kota Medan salah satu kota terbesar di Indonesia sekaligus pusat
perekonomian Sumatera Utara, tidak luput dari masalah narkoba. Kota Medan,
menggambarkan gambaran nyata masalah narkoba di Indonesia. Kota ini menjadi
incaran peredaran narkoba karena padat penduduk, beragamnya penduduk, dan
dinamika sosial yang pelik. Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumatera Utara
menyebutkan, penyalahgunaan narkoba mencapai sekitar 1,5 juta orang di
Sumatera Utara yang terlibat penyalahgunaan narkoba berdasarkan data tahun
2019, sepertiga penyalahguna narkoba di Indonesia berasal dari Sumatera Utara,
terutama di kalangan remaja dan anak muda. Masalah ini tak hanya terjadi di kota,
tetapi juga merambah hingga ke daerah pinggiran kota. Penyalahgunaan narkoba di

Medan telah menimbulkan sejumlah masalah sosial yang pelik, meningkatnya

3 Antara News, diakses pada 23 April 2024,
https://www.antaranews.com/berita/penuntasanmasalahdisumutakantuntaskannarkobaindonesia.
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angka kejahatan, terutama tindak kekerasan dan pencurian, sering dikaitkan dengan
penyalahgunaan narkoba. Stigma yang parah dikaitkan dengan pengguna narkoba
yang sering kali dipandang sebagai ancaman daripada orang yang membutuhkan
bantuan memperburuk penyakit ini. Dalam upaya pemberantasan peredaran dan
penyalahgunaan narkoba, Medan menjadi titik fokus operasi penegakan hukum
BNN. Persoalan narkoba kerap kali dibawa ke pengadilan Medan, dan hakim di
sana kerap kali harus membuat pilihan sulit, apakah akan menjatuhkan hukuman

penjara atau memberi kesempatan kepada pecandu narkoba untuk sembubh.

Meski rehabilitasi didukung secara hukum oleh Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009, Medan kerap kali menghadapi sejumlah tantangan dalam menjalankan
kebijakan ini. Kurangnya fasilitas dan tenaga di Medan menjadi salah satu kendala
utama pelaksanaan rehabilitasi, padahal rehabilitasi merupakan kunci untuk
memutus lingkaran setan kecanduan. Meskipun kota ini memiliki banyak fasilitas
rehabilitasi, namun jumlahnya masih jauh dari kata cukup mengingat kebutuhan
saat ini. Selain itu, dukungan yang kurang dari lingkungan sekitar dan pemerintah
daerah sering kali menghambat keberhasilan inisiatif pemulihan. Karena hukuman
penjara dianggap memiliki dampak jera yang lebih kuat daripada hukuman
masyarakat, banyak kasus pecandu yang seharusnya menerima rehabilitasi justru

dijatuhi hukuman penjara.* Pemeriksaan contoh-contoh dari Medan menunjukkan

4 Hary Jackson Sembiring, Yamin Lubis, Adil Akhyar, “Efektivitas Pusat Rehabilitasi
Terhadap Pecandu Narkoba di Kota Medan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika (Studi Kasus di Panti Yuami Medan),” Jurnal Ilmiah Metadata, Vol.4 No.2, (Mei,
2022), hal. 171.
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bahwa, jika diterapkan dengan benar, strategi yang berfokus pada rehabilitasi dapat

menghasilkan hasil yang baik.

Masalah yang dihadapi kota-kota besar di Indonesia tercermin dalam krisis
narkoba di Medan. Sangat penting bagi sistem peradilan Medan untuk mengubah
dan menyesuaikan pendekatannya mengingat semakin kompleksnya masalah ini,
khususnya yang berkaitan dengan rehabilitasi. Dengan bekerja sama, masyarakat,
pemerintah, dan penegak hukum dapat menjadikan Medan sebagai model untuk

penanganan masalah narkoba yang lebih manusiawi dan berhasil.

Masalah narkoba menjadi perhatian besar karena dapat menimbulkan
masalah bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam Pasal 5 ditentukan
bahwa pengaturan Narkotika dalam Undang-undang ini meliputi segala bentuk
kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor.’
Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah lama menjadi permasalahan serius di
Indonesia karena peningkatan penggunaan narkoba tidak hanya merugikan
pengguna perorangan namun juga masyarakat secara keseluruhan sehingga

mengakibatkan banyak kerugian bagi bangsa dan negara.

Upaya penanggulangan kejahatan yang tepat sebaiknya tidak hanya terfokus
pada berbagai hal yang berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan tetapi
metode apa yang efektif dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan.

Rehabilitasi dan penjatuhan pidana kerap kali dipandang sebagai dua hal yang

5 Situ Hidayatun dan Yeni Widowaty, "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika
yang Berkeadilan," Penegakan Hukum dan Keadilanl Vol. 1 No. 2 (September 2020), hal. 167
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berseberangan. Para pendukung rehabilitasi senantiasa mengemukakan sejumlah
alasan mengapa rehabilitasi jauh lebih baik dibandingkan dengan penjatuhan pidana

penjara, demikian pula sebaliknya.®

Penegakan hukum terhadap kejahatan di
Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan
norma hukum yang bersifat membina pengguna dengan cara melakukan pembinaan
ataupun rehabilitasi medis maupun sosial. Pemberian sanksi rehabilitasi dapat
memperbaiki pelaku sekaligus pemakai penyalahgunaan tindak pidana Narkotika.
Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para hakim dalam
penjatuhan sanksi rehabilitasi kepada para pengguna Narkotika. Dalam kenyataan
empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut konsep hanya
menjatuhkan pidana penjara, tanpa adanya rehabilitasi medis dan sosial. Tanpa

adanya rehabilitasi besar kemungkinan bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti

sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Realisasi  dari  penanggulangan  pemberantasan tindak  pidana
penyalahgunaan Narkotika tidak lepas dari peran aparat penegak hukum saja,
melainkan diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah
peran serta masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat dapat berupa memberikan
informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika kepada penyidik
Polri, serta membantu kesuksesan program rehabilitasi sosial yang telah diatur oleh
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.” Korban penyalahgunaan

narkoba, sebagian besar adalah generasi muda. Pendekatan komprehensif

6 Ibid., 168.
7 Mohammad Mashulin Amjad, "Tinjauan Yuridis Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pengguna
Narkotika," Juristic Vol. 01 No. 02 (Agustus 2020), hal 210.
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diperlukan untuk mencegah dan menegakkan dampak sosial, ekonomi dan

kesehatan yang disebabkan oleh penggunaan narkoba.

Budaya hukum, sebagai bagian dan kebudayaan adalah sikap manusia
terhadap hukum dan sistem hukum, yang meliputi: kepercayaan, nilai, pemikiran,
serta harapannya. Pemikiran dan pendapat manusia (penegak hukum) merupakan
faktor penentu jalannya proses hukum.® Untuk memperoleh gambaran yang lebih
lengkap mengenai pelaksanaan rehabilitasi kasus narkoba maka melakukan
perbandingan dengan sistem hukum negara lain yang telah berhasil menerapkan
pendekatan rehabilitas ini. Misalnya Portugal yang merupakan salah satu negara
yang terkenal dengan Kebijakan narkoba di Portugal, yakni kebijakan
dekriminalisasi illicit drugs for personal use sesuai dengan Law. Sejak 1 Juli 2001,
Kewenangan untuk menentukan sanksi bagi pengguna narkoba diserahkan kepada
Commission for the Dissuasion of Drug Addiction (CDT5). Orang yang ditemukan
memiliki atau mengonsumsi narkoba diserahkan kepada CD7s. CDTs yang terdiri
dari pengacara, pekerja sosial dan tenaga medis (psikolog atau psikiatri) akan
menganalisa kondisi ketergantungan narkoba pengguna. Bagi pengguna dengan
ketergantungan akan dikenakan wajib rehabilitasi dan perawatan. CDTs juga
menekankan privasi dan kenyamanan pasien untuk menghindarkan stigma negatif
dan labeling yang dapat memperburuk kondisi sosial pengguna. Hasil yang dicapai
dari kebijakan dekriminalisasi narkoba di Portugal yakni: tidak terjadi drug tourism,
dari tahun 2001 hingga 2006 terjadi penurunan tingkat lifetime prevalance dalam

penggunaan narkotika di usia 13-15 dan usia 16-18 tahun, tingkat persebaran HIV

8 Ibid., 215
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akibat penggunaan narkoba menurun, jumlah kematian akibat penggunaan narkoba
menurun dan jumlah orang yang mendapatkan perawatan ketergantungan narkotika
meningkat hingga 147%. Dalam kebijakan tersebut, pengguna narkoba yang
tertangkap tidak dipenjara, namun berkesempatan menjalani rehabilitasi. Hasil dari
kebijakan ini menunjukkan penurunan angka penyalahgunaan narkoba secara
signifikan dan perbaikan kondisi kesehatan masyarakat.” Pengalaman negara
tersebut dapat memberikan pembelajaran penting bagi Indonesia dalam
mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan
penyalahgunaan narkoba. Maka mengenai pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna
narkotika adalah seharusnya terhadap setiap pengguna narkotika yang telah
memenuhi persyaratan dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika dan Peraturan Kepala BNN No. 11 Tahun 2014 seluruhnya
dilakukan rehabilitasi, tidak ada lagi dilakukan bagi pengguna narkotika dilakukan
penahanan di rutan maupun di lembaga pemasyarakatan karena bagi pengguna
narkotika bukan solusi. Hal ini dengan tujuan untuk penyembuhan dan pemulihan
terhadap pengguna narkotika. Justru dengan dilakukannya rehabilitasi terhadap
pengguna narkotika didukung dari keluarga dan masyarakat maka pengguna
narkotika lambat laun bisa sembuh dari penggunaan narkotika dan bisa menjadi

duta bagi pengguna narkotika.'”

? Valentina Dea Ramadhani, "Pengadopsian Kebijakan Dekriminalisasi Illicit Drugs for
Personal Use di Portugal oleh UNODC," Journal of International Relations, Volume 1, Nomor 2,
2015, hal. 104-105.

10 Jbid., 180.
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Berbagai kajian dan pendapat para ahli hukum menunjukkan bahwa
rehabilitasi sebagai salah satu pendekatan dalam penanganan kasus narkoba
mempunyai potensi besar dalam menurunkan angka kejahatan narkoba dan
membantu pecandu dalam proses pemulihannya. Misalnya, penelitian yang
dilakukan oleh Joan Petersilia yang dipublikasikan pada tahun 2011 menunjukkan
bahwa pecandu narkoba yang menjalani rehabilitasi cenderung memiliki tingkat
residivisme yang lebih rendah dibandingkan mereka yang menjalani hukuman
penjara. Penelitian ini juga menemukan bahwa rehabilitasi dapat meningkatkan
kualitas hidup karyawan dari segi kesehatan fisik dan mental. !"Membahas proses
reintegrasi mantan narapidana, khususnya dalam konteks kebijakan pembebasan
bersyarat dan masuk kembali. Petersilia mengeksplorasi bagaimana sistem
peradilan pidana dapat mendukung keberhasilan reintegrasi dan mengurangi risiko
residivisme. Petersilia menjelaskan konteks dan tantangan yang dihadapi mantan
pelaku kejahatan ketika kembali ke masyarakat, termasuk stigma sosial, terbatasnya
kesempatan kerja, serta masalah kesehatan mental dan kecanduan. Pendekatan yang
lebih tepat sasaran dan individual mungkin akan memberikan hasil yang lebih baik
dibandingkan dengan hukuman penjara yang lama tanpa rehabilitasi yang memadai.
Petersilia menyimpulkan bahwa keberhasilan reintegrasi mantan pelaku kejahatan
sangat bergantung pada kombinasi dukungan sosial, peluang ekonomi, dan program
rehabilitasi yang efektif. Sistem yang menekankan pendekatan berbasis bukti dan

intervensi yang dirancang dengan baik berpotensi mengurangi tingkat residivisme

' Joan Petersillia, National Institute of Justice: Advancing Justice Through Science,
Beyond the Prison, 2 November 2011
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secara signifikan. Hakim berperan penting dalam memutuskan apakah seorang

pecandu narkoba akan dijatuhi hukuman penjara atau menjalani rehabilitasi.'?

Terdapat banyak kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi di Indonesia.
Meskipun Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mewajibkan
rehabilitasi, lembaga penegak hukum masih belum sepakat mengenai waktu dan
metode terbaik untuk melaksanakan kewajiban ini. Karena mereka merasa bahwa
hukuman penjara memiliki efek jera yang lebih besar daripada rekomendasi untuk
rehabilitasi, hakim tertentu lebih cenderung menjatuhkan hukuman penjara.
Terdapat beberapa kendala pelaksanaan rehabilitasi terhadap para pecandu
narkotika yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya para keluarga
pecandu narkoba dan masih banyaknya yang tidak mengetahui bahwa proses
rehabilitasi semuanya ditanggung oleh pemerintah (gratis). Tapi semua itu harus
didasarkan atas pertimbangan hakim. '* Namun, keterbatasan finansial dan
kurangnya pilithan rehabilitasi memberikan tantangan yang signifikan untuk
menerapkan konsep ini. Tidak setiap daerah memiliki fasilitas rehabilitasi yang
cukup, dan di daerah yang memilikinya, terkadang terdapat individu yang kurang
memenuhi syarat untuk menawarkan layanan rehabilitasi berkualitas tinggi.
Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam tindak pidana Narkotika
didasarkan atas pertimbangan aspek non yuridis yang bersifat subtantif antar

pertimbangan-pertimbangan Hakim. Namun hal dimaksud akan sejalan dengan

12 1pjd.
13 Werri, Neni Vesna Madjid, dan Fahmiron, "Pertimbangan Hakim Terhadap Rekomendasi

Tim Asesmen Terpadu pada Penyalahguna Narkotika," UNES Journal of Swara Justisia Vol. 7 No.
3 (Oktober 2023), hal 102.
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banyaknya jumlah dukungan Hakim atas pertimbangan terhadap hasil asesmen
terpadu. Pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah latar belakang perbuatan
terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dari akibat perbuatan terdakwa, kondisi
diri terdakwa, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Dengan
demikian, masih banyak Majelis Hakim menjatuhkan putusan dirasa belum
memenuhi rasa keadilan dengan keyakinan hakim tesebut yang dirasa belum
memiliki dasar pembenaran yang jelas. Sehingga Mahkamah Agung hendaknya
senantiasa dapat meningkatkan eksaminasi dan rujukan terhadap putusan-putusan

hakim yang dinilai dapat membuat pertimbangan hakim yang baik.!'*

Peran hakim dalam menentukan rehabilitasi pengguna narkoba merupakan
salah satu hal terpenting dalam penegakan hukum narkoba di Indonesia. Pasal 54
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur secara ketat fungsi hakim. Pasal
tersebut mengatur bahwa korban penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkoba
harus menerima rehabilitasi medis dan/atau sosial. Namun, sering kali terdapat
sejumlah hambatan hukum, politik, dan sosial terhadap pelaksanaan ketentuan ini,
tergantung pada bagaimana masyarakat memandangnya. Pasal 54 bertujuan untuk
memberikan akses rehabilitasi yang lebih luas bagi pecandu narkotika. Namun,
implementasi pasal ini di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan.
Koordinasi antar lembaga, ketersediaan fasilitas rehabilitasi, serta stigma sosial
terhadap pecandu menjadi beberapa kendala utama. Penelitian ini bertujuan untuk
menerapkan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 sebagai landasan hukum atau

landasan hukum bagi hakim untuk memvonis pelaku kejahatan narkoba. Analisis

Y Ibid,.102.
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ini penting untuk memahami bagaimana kebijakan ini diterapkan dan apakah tujuan
awal kebijakan tersebut tercapai. Penelitian ini mengkaji variabel-variabel yang
mempengaruhi keputusan hakim dalam menerapkan Pasal 54, antara lain penafsiran
hukum, opini masyarakat, dan kebijakan publik. Terkait masalah rehabilitasi yang
diterapkan, Selain itu, diperlukan evaluasi yang berkelanjutan untuk mengukur
efektivitas program rehabilitasi dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Dengan
memahami latar belakang dan tujuan Pasal 54, dapat lebih memahami pentingnya

rehabilitasi dalam penanganan masalah narkoba di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan Uraian latar belakang penelitian diatas, maka dapat ditarik suatu

identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang narkotika, kewajiban rehabilitasi?

2. Bagaimana implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
dalam proses rehabilitasi pecandu narkotika di Pengadilan Negeri Medan

dan panti rehabilitasi?

1.3 Tujuan Penelitian
1. Untuk menganalisis ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika terkait kewajiban rehabilitasi bagi pecandu
narkotika, dengan mengkaji dasar hukum, tujuan, serta implikasi

normatifnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

11

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)6/8/25



Dini Arsi Milarosa - Analisis Pasal 54 Undang - Undang Nomor 35 .....

2. Untuk mengkaji dan mengevaluasi implementasi Pasal 54 Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 dalam proses rehabilitasi pecandu narkotika di
Pengadilan Negeri Medan dan panti rehabilitasi, dengan mengidentifikasi
faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapannya serta

menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan restoratif.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum, khususnya dalam
bidang hukum narkotika, dengan memberikan analisis mendalam mengenai
penerapan Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009. Hasil penelitian ini diharapkan
dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang ingin mengkaji lebih

lanjut tentang Legal Standing dan rehabilitasi bagi pecandu narkotika.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan Pasal
54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam proses rehabilitasi pecandu
narkotika di Pengadilan Negeri Medan dan panti rehabilitasi, sehingga dapat

menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait.

1.5 Keaslian Penelitian
1. Tengku Astrid Pratiwi, (2023), Universitas Medan Area, Peranan Badan
Narkotika Nasional Dalam Mencegah Penyalahgunaa Narkoba di
Kabupaten Langkat. Permasalahan Penelitian ini, 1. Bagaimana peranan
Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah penyalahgunaan

narkoba di Kabupaten .langkat? 2. Faktor apa yang menjadi penghambat
12
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bagi bnn dalam mengatasi masalah peredaran narkoba di Kabupaten
langkat?

2. Inka Dewi Liani Ahri, (2023), Universitas Negeri Malang, Pelaksanaan
Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkoba di Badan Narkoti Nasional Kota
Palopo skripsi tentang rehabilitas, Permasalahan penelitian ini 1.
Bagaimana pelaksanaan rehabilitas bagi penyalahguna narkoba di BNN di
kota palopo?

2. Apa saja kendala dan upaya yang dihadapi oleh BNN dalam pelaksaan
rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kota Palopo ?

3. Wanda Tri Astuti, (2021), Universitas Sriwijaya, Analisis Pertimbangan
Hakim Terhadap Penjatuhan Pidana dan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna
Narkotika Golongan 1. Permasalahan penelitian ini 1. Apa yang menjadi
pertimbangan (ratio decidendi) Hakim dalam membuktikan perbuatan
terdakwa telah terbukti memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127
ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,
dan memilih menjatuhkan pidana penjara daripada rehabilitasi ? 2. Apa
yang menjadi persyaratan yang harus dilengkapi dalam berkas perkara agar
Hakim dapat mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana rehabilitasi

bagi penyalahguna narkotika golongan 1?

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena
berfokus pada analisis yuridis Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
sebagai dasar Legal Standing bagi hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi
bagi pecandu narkotika. Sementara penelitian lain banyak membahas peran
lembaga dalam pencegahan dan rehabilitasi atau pertimbangan hakim secara umum
dalam memutuskan pidana atau rehabilitasi, penelitian ini lebih menitikberatkan
pada bagaimana Pasal 54 digunakan dalam praktik peradilan. Dengan demikian,

13

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)6/8/25



Dini Arsi Milarosa - Analisis Pasal 54 Undang - Undang Nomor 35 .....

penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami dasar hukum rehabilitasi
dari perspektif pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan.

14
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Legal Standing
2.1.1. Pengertian Legal Standing

Legal Standing atau berdiri di depan hukum, adalah prinsip hukum yang
menentukan apakah seseorang atau entitas memiliki hak atau kepentingan yang sah
untuk mengajukan gugatan atau tindakan hukum di pengadilan. Pengertian ini
berfungsi untuk memastikan bahwa hanya pihak-pihak yang memiliki kepentingan
hukum yang cukup dan relevan dalam suatu perkara yang dapat mengajukan

tuntutan hukum."

Legal Standing secara umum:

1. Kepentingan Hukum (Legal Interest):

Untuk memiliki Legal Standing, pihak yang mengajukan gugatan harus
menunjukkan bahwa mereka memiliki kepentingan hukum yang terancam atau
dilanggar oleh tindakan atau keputusan yang dipermasalahkan. Ini berarti bahwa
mereka harus dapat menunjukkan bahwa mereka mengalami kerugian atau dampak

langsung dari permasalahan yang diajukan.

2. Hubungan Langsung (Direct Relationship):

Pihak yang mengajukan gugatan harus memiliki hubungan langsung dengan

perkara yang sedang diperiksa. Misalnya, jika seseorang mengajukan gugatan atas

1> Bambang Sutiyoso, “Implementasi Gugatan Legal Standing dan Class Action dalam
Praktik Peradilan di Indonesia,” Jurnal NO.26 VOL, hal. 67.
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tindakan pemerintah, mereka harus menunjukkan bahwa tindakan tersebut

berdampak langsung pada hak atau kepentingan mereka.
3. Aksi Hukum yang Layak (Justiciability):

Legal Standing juga berkaitan dengan apakah gugatan tersebut layak untuk
diputuskan oleh pengadilan. Pengadilan hanya akan menangani perkara yang dapat
diselesaikan secara hukum dan bukan perkara yang bersifat spekulatif atau tidak

memiliki dasar hukum yang jelas.
4. Tujuan dan Fungsi Legal Standing:

Legal Standing berfungsi untuk mencegah pengadilan dari terjebak dalam sengketa
yang tidak relevan atau yang hanya melibatkan pihak ketiga yang tidak memiliki
kepentingan langsung. Ini juga membantu memastikan bahwa pengadilan hanya

memutuskan perkara yang benar-benar memerlukan penyelesaian hukum. '

Dengan demikian, Legal Standing adalah konsep penting dalam sistem hukum yang
memastikan bahwa hanya pihak yang benar-benar memiliki kepentingan dan

dampak langsung dari perkara yang dapat mengajukan gugatan di pengadilan.

2.1.2. Peran Legal Standing dalam Proses Peradilan, Terkait Rehabilitasi
Pecandu Narkotika.
Pengadilan adalah institusi di mana kekuasaan kehakiman dijalankan oleh

hakim. Oleh karena itu hakim dan pengadilan adalah satu hal ketika menjalankan

16 Jumiati, Kedudukan (Legal Standing) Keterangan Ahli Kesehatan dalam Penetapan
Rehabilitasi dan Perawatan Pengguna Narkotika dari Perspektif Kepastian Hukum, Tesis (S2),
Perpustakaan Pascasarjana, 2022.
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fungsinya secara konkrit. Oleh karena itu, KUHAP mendefinisikan hakim sebagai
pejabat negara yang keberadaannya adalah untuk mengadili perkara pidana.
KUHAP juga mendefinisikan "mengadili" sebagai satu rangkaian tindakan hakim
mulai dari (i) menerima, (ii) memeriksa dan (iii) memutus perkara pidana. Konsep
ini sama dengan yang pernah dikatakan Mauro Cappeletti bahwa "judge have
administrative responsility for managing the cases, fixing dates for their hearing
and resolution of the case” . Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-
data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi,
persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan
(Lihat Pasal 164 HIR). Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari
oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat
obyektif. Pada Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman, dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum
atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-
nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup
dalam masyarakat. Menurut R. Soeparmono sumber hukum yang dapat diterapkan
oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan
pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi,
ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli. Hakim dalam memutuskan
suatu perkara harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima

semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada.

17 Luhut M.P. Pangaribuan, Pengadilan, Hakim, dan Advokat (Pustaka Kemang, 2016),
hlm. 28
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Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi
terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pengertian seperti tersebut
merupakan bentuk pelaksanaan amanat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen ketiga tahun 2001, ber-
bunyi "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. '®
Pembahasan mengenai cacat tidaknya suatu putusan hakim harus ditinjau dari asas-
asas putusan yang harus diterapkan dalam putusan. Pada hakikatnya asas-asas

tersebut terdapat dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Tugas hakim pada dasarnya adalah:

Mengkonstatir artinya melihat, mengakui atau membenarkan telah
terjadinya suatut peristiwa yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim
harus pasti akan konstateringnya, sehingga ia harus pasti akan kebenarannya itu,
tidak sekedar dugaan atau kesimpulan yang dangkal atau gegabah tentang adanya
peristiwa yang bersangkutan. Selanjutnya hakim harus melakukan pembuktian
dengan alat-alat bukti dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian tentang

kebenaran peristiwa yang diajukannya.'®

18 Ibid,.30.
19 Dr. Rimdan, S.H., M.H., Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi
(Jakarta: JI. Tambra Raya No. 23, Rawamangun, Oktober 2012), hlm. 120.
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Pembahasan mengenai cacat tidaknya suatu putusan hakim harus ditinjau
dari asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam putusan. Pada hakikatnya asas-
asas tersebut terdapat dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 UU No. 48

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Tugas hakim pada dasarnya adalah:

1. Mengkonstatir artinya melihat, mengakui atau membenarkan telah
terjadinya suatut peristiwa yang diajukan oleh para pihak yang berperkara.

2. Mengkualifisir artinya menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar
terjadi dengan cara memilih kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa
hukum dari hasil pemeriksaan di persidangan. Setelah menemukan hukum
dari peristiwa/kejadian itu seorang hakim harus melakukan pemecahan

hukum (legal problems solving).*

Dalam menemukan hukum, ditegaskan dalam Pasal 28 Undang-undang
Nomor 4 Tahun 2004, bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kata menggali
mengasumsikan bahwa hukumnya itu ada, tetapi tersembunyi, agar sampai pada
permukaan masih harus digali. Jadi hukumnya itu ada, tetapi masih harus digali,
dicari dan diketemukan, kemudian diciptakan. > Menurut Bernard Arif Sidartha
proses-proses pembuatan putusan tidak dapat dilepaskan dari kegiatan bernalar

hakim. Kegiatan bernalar dari Hakim dengan beragam motivering yang

20 Ibid,.122,
2! Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di
Pengadilan," Jurnal Universitas Muhammadiyah Volume XVIII, No. 2 (Juni 2017), hal 45.
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menopangnya, selalu berada dalam pusaran tarikan keanekaragaman kerangka
orientasi berpikir yuridis yang terpelihara dalam sebuah sistem autopoesis,
sehingga dapat berkembang menurut logikanya sendiri, dan eksis sebagai sebuah

model penalaran yang khas sesuai dengan tugas-tugas profesionalnya.

Penetapan hakim untuk memilih rehabilitasi daripada pemenjaraan sangat
bergantung pada fungsi Legal Standing dalam sistem hukum, khususnya yang
berkaitan dengan penanganan pecandu narkotika. Berdasarkan ketentuan Pasal 54
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan hak
kepada hakim untuk memilih rehabilitasi sebagai alternatif hukuman apabila
terbukti terdakwa pecandu dan memerlukan penanganan, Legal Standing
memberikan dasar hukum yang jelas bagi hakim untuk menetapkan layak tidaknya
seorang pecandu narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi. Dalam menetapkan
layak tidaknya rehabilitasi sebagai salah satu bentuk hukuman dalam perkara ini,
pengadilan diwajibkan oleh hukum untuk mempertimbangkan sejumlah variabel,
termasuk sejauh mana kecanduan terdakwa, riwayat kriminalnya, dan kemungkinan
keberhasilannya dalam rehabilitasi. *’Dalam memberikan putusannya, hakim
mempertimbangkan kebutuhan dan keadaan pecandu serta keuntungan rehabilitasi
daripada pemenjaraan. Lebih jauh, Legal Standing mengakui bahwa rehabilitasi
mungkin lebih menguntungkan dan manusiawi daripada pemenjaraan karena
pecandu narkotika akan merasa hak-haknya, termasuk hak untuk mendapatkan
penanganan dan pemulihan yang tepat, terlindungi. Hal ini mendukung upaya untuk

menegakkan hukum yang adil dan melindungi hak asasi manusia. Contoh lain dari

2 Jbid,.50.
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sistem hukum yang lebih adil dan berbelas kasih adalah fungsi status hukum dalam
rehabilitasi pengguna narkoba. Sistem hukum mengakui bahwa pecandu narkoba
memperoleh lebih banyak keuntungan dari strategi rehabilitasi daripada dari
penjara, yang mungkin tidak membantu dalam mengakhiri siklus kecanduan,
dengan memberikan hakim kewenangan hukum untuk membuat keputusan terkait
pemulihan. Dengan melakukan hal ini, kedudukan hukum mendukung program
pemulihan yang lebih adil dan berjangka panjang sekaligus meningkatkan

keseragaman dan kemanjuran sistem hukum dalam menangani masalah narkoba.*?

2.2. Tinjauan Umum Hakim
2.2.1. Pengertian Hakim

Hakim adalah anggota lembaga peradilan yang mempunyai kekuasaan
untuk memimpin sidang pengadilan, meninjau perkara, mengevaluasi bukti-bukti,
dan memberikan putusan atas suatu perkara. Menegakkan keadilan dan hukum
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tanggung jawab
hakim. Hakim dalam sistem hukum diharuskan bertindak secara tidak memihak,
independen, dan obyektif. Hal ini sangat penting dalam memastikan bahwa sistem
hukum berfungsi secara tidak memihak dan sejalan dengan aturan hukum yang
relevan. Selain itu, hakim mempunyai tanggung jawab untuk melindungi hak-hak
individu selama proses hukum dan menafsirkan peraturan perundang-undangan

dengan mempertimbangkan situasi tertentu.?*

2 Dr. Simon Nahak, S.H., M.H., Efektivitas Sanksi Pidana Rehabilitasi dalam Tindak
Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Bali 2018 , hal. 141.

24 Josef M Monteiro, Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia,” Jurnal
Hukum Pro Justisia, Vol. 25, No. 2, (April, 2007), hal. 131.
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2.3. Tinjauan Umum Tentang Narkotika
2.3.1. Definisi Narkotika

Sebagai revisi atas Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
serta melingkupi penggolongan narkotika golongan I dan II Undang-Undang No. 5
Tahun 1997 tentang Psikotropika. Undang-Undang ini dikeluarkan sebagai upaya
tindakan pemerintah dalam menyikapi penyalahgunaan peredaran gelap narkotika
yang semakin meningkat serta menjamin upaya pengaturan tentang rehabilitasi
medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika sesuai dengan tujuan
yang termuat di dalam Pasal 4 huruf d UU Narkotika ini. ?*> Narkotika adalah semua
bahan obat yang mempunyai efek kerja pada umumnya bersifat membius (
menurunkan kesadaran), Merangsang ( meningkatkan semangat kegiatan/aktivitas),
Ketagihan ( ketergantuan, mengikat, depennce). Undang-undang ini bertujuan
untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang
merata materiil dan spiritual berdasarkan Pan- casila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia
sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan
secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya. 2°Kemudian untuk
meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka
mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang
pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan

ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta

25 Wahyu Hariyadi dan Teguh Anindito, "Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku
Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,"
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei 2021), hlm. 378.

26 Ibid,.87.
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melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkotika dan prekursor narkotika. Pasal 4 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan: menjamin
ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan  dan/atau
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi dan
menyelamatkan bangsa, memberantas peredaran gelap narkotika, dan menjamin
pengaturan upaya rehabilitas medis dan sosial bagi penyalah guna dan pencandu
narkotika. Dalam undang-undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam
usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor
narkotika termasuk pemberian penghargaan pemberantasan penyalahgunaan
narkotika dan prekursor narkotika. penghargaan tersebut diberikan kepada penegak
hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan
pembatasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor
narkotika. Mengingat penyalagunaan narkotika dan pengedar gelapnya dengan
sasaran generasi muda telah menjangkau berbagai penjuru daerah dan merata di
seluruh starata sosial masyarakat mulai dari starata sosial rendah sampai strata
sosial elite sekelas penjabat negara. Penyalahgunaan narkotika tidak lagi
merupakan kejahatan tanpa korban (victimless crime), melainkan sudah merupakan
kejahatan yang memakan banyak korban dan bencana berkepanjangan kepada
seluruh umat manusia di dunia.’’ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika merupakan peraturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang segala

hal terkait dengan narkotika, mulai dari pengawasan, pengendalian, hingga

27 Yolanda Shafitri, Aliaputri Dharmayanti, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan
Peredarannya di Era Digital", Jurnal Bela Negara, Vol. 1 No. 2 (2023), hal. 8.
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penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika. UU ini menggantikan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan disusun sebagai respons terhadap
meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika yang mengancam kesehatan
masyarakat serta stabilitas sosial di Indonesia.

A. Penjelasan dalam tujuan utama UU No. 35 Tahun 2009
UU ini bertujuan untuk:
1. Melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika.

2. Menjamin ketersediaan narkotika untuk keperluan pengobatan dan ilmu

pengetahuan.

3. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap

narkotika.?®

4. Memberikan perlindungan hukum bagi para pengguna yang ingin

direhabilitasi.
B. Klasifikasi Narkotika

Memuat UU No. 35 Tahun 2009 membagi narkotika menjadi tiga golongan

berdasarkan potensi kecanduannya dan kegunaannya dalam pengobatan:*

Golongan I: Narkotika dengan potensi tinggi menyebabkan ketergantungan

dan tidak digunakan untuk pengobatan, seperti heroin dan kokain.

28 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2 Ibid,. pasal 6.
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Golongan II: Narkotika dengan potensi tinggi menyebabkan ketergantungan

tetapi dapat digunakan untuk pengobatan, seperti morfin.

Golongan III: Narkotika dengan potensi ringan menyebabkan

ketergantungan dan digunakan untuk pengobatan, seperti kodein.

C. Sanksi Hukum

UU ini menetapkan sanksi yang sangat berat bagi para pelaku tindak pidana
narkotika. Tindakan kriminal yang diatur meliputi produksi, perdagangan,
penyelundupan, hingga penggunaan ilegal narkotika. Sanksi yang diatur dalam UU
ini mulai dari denda hingga hukuman penjara, bahkan hukuman mati untuk kasus-

kasus tertentu, terutama yang melibatkan peredaran narkotika dalam jumlah besar.

D. Aspek Rehabilitasi

Salah satu aspek penting dari UU No. 35 Tahun 2009 adalah pengaturan tentang
rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Pasal 54 mengatur bahwa pecandu narkotika
wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini menunjukkan pendekatan
yang lebih humanis terhadap pecandu, memandang mereka sebagai korban yang
membutuhkan perawatan daripada sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum.
Penegak hukum, termasuk hakim, memiliki kewenangan untuk memutuskan
rehabilitasi sebagai alternatif hukuman penjara bagi pecandu yang akan dijelaskan

analisisnya di halaman berikut.*

E. Pelaksanaan dan Pengawasan

30 Ibid,. 78.
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UU ini juga mengatur tentang pelaksanaan dan pengawasan terhadap narkotika,
termasuk peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam pencegahan,
pemberantasan, dan penindakan terhadap tindak pidana narkotika. BNN memiliki
wewenang luas, mulai dari koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya

hingga pelaksanaan program-program rehabilitasi dan penyuluhan.

Secara keseluruhan, UU No. 35 Tahun 2009 merupakan perangkat hukum yang
komprehensif dan tegas dalam menangani masalah narkotika di Indonesia, dengan
tujuan utama melindungi masyarakat dari ancaman bahaya narkotika dan

memastikan pengguna narkotika mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan.
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BAB III
METODE PENELITIAN
3.1.Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian
Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Februari 2024

setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan Outline.

Bulan
N Kesiatan Juli 2024 Oktober Desember Februari Maret Keterangan
o "ee 2024 2024- 2025 2025
Februari
2025
123412 |3|4|1|2(3(4|1(2|3|4|1|2]|3 |4
1 Pengajuan
| Judul
) Seminar
" | Proposal
3.| Penelitian
Penulisan
4 dan
" | Bimbingan
Skripsi
5 Seminar
"| Hasil
6 Sidang
| Meja Hijau
3.1.2. Tempat Penelitian
Adapun tempat penelitian ini yang dilakukan di Pengadilan Negeri
Medan J1. Pengadilan Kelurahan NO.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah,
Kota Medan, Sumatera Utara,20236 dan Sentra Insyaf Medan J1. Bedikari
No. 37 Lau Bakeri Deli Serdang, Suka Rende, Kec. Kutalimbaru, Medan,
Sumatera Utara, 20222.
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3.2. Metodologi Penelitian
3.2.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif yaitu penelitian
yang menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma
dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip
hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip
hukum. *!

Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang
dilakukan dengan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan
analisis. Proses dan makna (perspektif responden) lebih ditonjolkan dan makna
penelitian kualitatif. Landasan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai
lapangan.

3.2.2. Jenis Data
Ada tiga macam jenis data pada umumnya yang akan di jelaskan di bawah ini,
penulis lebih memfokuskan pada data sekunder dalam melakukan analisis ini:

a. Bahan Hukum Primer: Berupa peraturan perundang-undangan, keputusan
hakim, dan sumber hukum lainnya yang memiliki kekuatan hukum
mengikat.

b. Bahan Hukum Sekunder: Meliputi karya-karya ilmiah, pendapat ahli hukum
(doktrin), jurnal, buku teks, dan literatur lainnya yang membahas dan

menginterpretasikan hukum.

31 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 47
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c. Bahan Hukum Tersier: Berupa ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan
direktori, yang membantu dalam menelusuri atau memahami bahan hukum
primer dan sekunder.

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data,
demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh
data-data mau pun bahan-bahan yang diperlukan dakam penulisan skripsi ini
setidak-tidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian ini adalah:

1. Penelitian kepustakaan (Library Research). Yaitu bahan-bahan kepustakaan dan
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukan, hal
ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap

2. Penelitian lapangan (Field Research) Penulis langsung melakukan penelitian
lapangan yang dilakukan dengan cara mewawancarai kepada Pengadilan Negeri
Sumatera Utara Dan Sentra Insyaf Medan Provinsi Sumatera Utara dengan
mengangkat judul Analisis Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 Sebagai Dasar
Legal Standing Bagi Hakim Untuk Merehabilitasi Pecandu Narkotika.

3.2.4. Analisis Data

Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang
menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial
berdasarkan kondisi realitis, kompleks dan rinci.** Data kualitatif yang diperoleh

secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban

32 Syamsul Arifin, Op Cit, hal.66
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tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara
kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Sedangkan
data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab
pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran
yang jelas tentang pokok permasalahan.

Selanjutnya data yang disusun di Analisa secara deskriptif analis sehingga
dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap fakta rehabilitas. Dan
diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan metode induktif sebagai jawaban

dari permasalahan yang dirumuskan.
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BAB YV
SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan

1. Analisis Yuridis Pasal 54 UU Narkotika Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 menegaskan bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi
medis dan sosial. Ketentuan ini mencerminkan pendekatan yang lebih humanis
dalam penanganan kasus narkotika, di mana pecandu dipandang bukan hanya
sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai individu yang membutuhkan
perawatan.

2. Implementasi Pasal 54 dalam Praktik di Pengadilan Negeri Medan dan Panti
Rehabilitasi dalam implementasinya Pasal 54 masih menghadapi berbagai
tantangan. Di Pengadilan Negeri Medan, hakim cenderung lebih berfokus pada
aspek pemidanaan dibandingkan rehabilitasi. Salah satu penyebab utama adalah
adanya interpretasi yang sempit terhadap status terdakwa sebagai pecandu atau
pengedar. Banyak pengguna narkotika yang seharusnya mendapat rehabilitasi
justru dijatuhi hukuman penjara, yang berkontribusi pada overcapacity di lembaga
pemasyarakatan serta tidak menyelesaikan akar permasalahan kecanduan.

Selain itu, terdapat kendala dalam pembuktian status pecandu atau korban

penyalahgunaan narkotika.

5.2 Saran
1. Perbaikan Regulasi dan Implementasi Pasal 54 untuk memastikan implementasi

Pasal 54 lebih efektif, diperlukan revisi kebijakan yang lebih jelas dalam

membedakan pecandu dengan pengedar. Aparat penegak hukum, terutama
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penyidik, jaksa, dan hakim, harus memiliki pemahaman yang lebih baik tentang
pendekatan rehabilitatif agar tidak sembarangan menjatuhkan hukuman penjara
kepada pecandu yang memenuhi syarat rehabilitasi.

2. Peningkatan Sarana, Prasarana, dan Kesadaran Masyarakat di perlukan
peningkatan jumlah dan kualitas fasilitas rehabilitasi, termasuk pendanaan yang
memadai agar pecandu narkotika dapat menjalani rehabilitasi dengan optimal.
Selain itu, perlu ada sosialisasi kepada aparat penegak hukum dan masyarakat
tentang pentingnya rehabilitasi sebagai solusi utama dalam menangani pecandu
narkotika. Dengan kesadaran yang lebih baik, stigma terhadap pecandu narkotika
dapat dikurangi, dan implementasi Pasal 54 dapat lebih selaras dengan prinsip

keadilan restoratif serta perlindungan bagi pecandu narkotika.
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LAMPIRAN

Dokumen Penelitian

Gambar 1 : Surat Permohonan Wawancara di Panti Sentra Insyaf Medan
Kepada Kepala Panti
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Gambar 2 : Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Wawancara di Panti
Sentra Insyaf
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Gambar 3 : Surat Permohonan Wawancara di Pengadilan Medan Kepada
Majelis Hakim
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Gambar 4 : Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Wawancara di
Pengadilan Negeri Medan
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Gambar 5 : Foto pada saat ibu Rosdiana Simarmata menjawab pertanyaan
wawancara dan Foto penulis (Dini Arsi Milarosa) Bersama informan yaitu ibu
Rosdiana Simarmata
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Gambar 6 : Foto pada saat ibu Eli Yurita, SH, MH menjawab pertanyaan
wawancara dan Foto penulis (Dini Arsi Milarosa) Bersama informan yaitu ibu Eli
Yurita, SH, MH
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Hasil Wawancara di Panti Lau Bakeri Deli Serdang

1. Apapernah di panti ini kejadian hasil putusan nya pelaku nya dulu di hukum
lalu di rehabbilitasi
Jawaban : Pernah ada setelah beberapa lama menjalani masa tahanan
kemudian selanjutnya ada putusan pengadilan yang direvisi pernah ada tapi
tidak terlalu sering, karna ditahun ini dengan tahun yang lalu sepertinya
tidak ad, kejadian nya di 3 tahun yang lalu

2. Apakah pihak panti sering menerima pasien berdasarkan putusan hakim
yang merujuk pada Pasal 54?
Jawaban : Jarang bahkan hanya 1 kali yang ada putusan pengadilan, ditahun
2024 ini tidak pernah. Pasien nya rata-rata mandiri, yang dianter keluarga

3. Menurut panti apakah dari pasal 54 membantu rehabilitas disini, pasien nya
akin lebih baik atau bagaimana?
Jawaban : Jika sesuai putusan mereka di rehabilitasi disini, sesuai dengan
program panti pastinya mereka ada perubahan prilaku karna mereka harus
menyesuaikan dengan proses rehabilitasi yang ada disini

4. Menurut panti jika hakim memutuskan sesuai pasal 54 apakah itu sangat
membantu, atau pihak panti lebih condong ke hukuman penjara?
Jawaban : Sebenarnya jika di bilang pro atau tidak nya ya, pengguna itu
sebaiknya di rehabilitasi, karna lebih efektif jika direhabbilitasi karna di
panti diberikan terapi-terapi prilaku

5. Apakah ada kendala administratif atau hukum dalam proses pelaksanaan
rehabilitasi berdasarkan keputusan hakim?
Jawaban : Tidak ada, karna mereka uda membawa Salinan- Salinan
administrasi nya, jika tidak lengkap atau ikrah di putuskan di pengadilan
tidak diterima

6. Pasien di panti ini lebih efektif direhabilitasi atau penjara?
Jawaban : Ya lebih efektif di rehabilitasi, karna kalau direhabilitasi
menbgembalikan fungsi sosial, karna disini memberikan terapi-terapi dari
semua aspek, dari sisi psikologis, medis, dari segi prilaku, agama dan
lainnya, walaupun sebenarnya rehabilitasi bukan suatu garansi untuk dia
pulih tapi dari proses rehabilitasinya ya pasti panti akan lebih banya ke
penyadaran mereka, dan disini kan mereka tidak menggunsksn sama sekali,
kalua dipenjara mereka masih bisa menggunakan, karna jika di panti mereka
tidak bisa menggunakan hp, uang, dan pastinya stril tidak menggunakan
narkotika
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Hasil Wawancara di Pengadilan Negeri Medan

1. Apa pertimbangan utama hakim dalam memutuskan tidak memberikan

rehabilitasi kepada terdakwa meskipun ada bukti penggunaan narkotika?

Jawaban : Sesuai fakta persidangan, terdakwa tidak terbukti sebagai pecandu

narkotika dan korban penyalahguna narkotika

2. Apakah ada pertimbangan tertentu terkait dengan Pasal 54 Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 yang menjadi dasar keputusan?

Jawaban : iya

3. Bagaimana pandangan hakim mengenai implementasi Pasal 54 Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 dalam kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan

aktivitas pengedaran?
Jawaban : Terhadap pengedar tidak dapat diterapkan pasal 54

4. Apakah terdapat kendala dalam penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 di tingkat pengadilan negeri?

Jawaban : Tidak ada kendala
5. Apakah ada pertimbangan tertentu yang membuat rehabilitasi tidak dipilih?
Jawaban : Pertimbangan sesuai fakta persidangan

6. Apakah ada faktor non-yuridis, seperti tekanan sosial atau stigma, yang

memengaruhi hakim dalam memutuskan hukuman penjara daripada rehabilitasi?

Jawaban : Majelis hakim menjatuhkan hukuman sesuai dengan peraturan /
kesalahan yang terbukti di persidangan dan tidak boleh terpengaruh oleh lain atau

intervensi dari pihak manapun

7. Menurut pandangan hakim, bagaimana seharusnya peran rehabilitasi diterapkan

dalam sistem peradilan kita?
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Jawaban : Rebahabilitasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan dengan maksud untuk memulihkan dan atau mengembangkan

kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita tsb

8. Menurut hakim, apakah penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 saat ini sudah mencerminkan keadilan restoratif? Jika belum, apa yang perlu

diperbaiki?
Jawaban : Sudah

9. Bagaimana pandangan hakim tentang peran hakim dalam mendorong

rehabilitasi, khususnya dalam kasus dengan resistensi sosial tinggi?

Jawaban : Semua harus sesuai fakta persidangan, semua harus diperlakukan sama

dihadapan hukum ,Tidak boleh dibeda-bedakan karna status sosial

10. Apakah ada inisiatif dari pengadilan untuk memperbaiki sinergi antara hukum

rehabilitasi dan penegakan pidana?

Jawaban : Masing- masing Lembaga sudah ditentukan sesuai kapasitas masing

masing sesuai undang-undang

11. Menurut hakim, bagaimana sistem peradilan bisa mendukung hakim agar lebih
yakin menggunakan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

untuk rehabilitasi?

Jawaban : Tidak ada keraguan untuk menetapkan ketentuan pasal 54 undang-

undang no 35 tahun 2009. Semua tergantung fakta persidangan
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